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KEBIJAKAN NASIONAL PENDIDIKAN

 Sebuah KEBIJAKAN NASIONAL PENDIDIKAN merupakan produk kompromi 
antara kepentingan akademik dan kepentingan  politik pendidikan, di mana 
dalam bahasa Margaret S. Archer (1985: 39) politik pendidikan merupakan “...the 
attempts (conscious and organized to some degree) to influence the inputs,  
process and outputs of education, wheter by legislation, pressure group or union 
action, experimentation, private investment, local transaction, private 
investment, local transaction, internal innovation or propaganda.” 

 Keberhasilan Politik pendidikan akan mempergunakan domain-domain yang 
dikenal dalam ilmu politik seperti : kekuasaan (power), pengaruh (influence), 
konflik, dan alokasi nilai-nilai otoritatif (authoritative allocation of values) 
(Kenneth K. Wong, 1995: 21) .



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (1)
SISTEM POLITIK

Pendekatan Analisi Sistem Politik Model Easton (1957)



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2)
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NOMENKLATUR PKN DALAM SISDIKNAS

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN MORAL

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN  KARAKTER

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

 PKN SEBAGAI  .....



RAGAM KAJIAN PKN DALAM SEJUMLAH 
NOMENKLATUR

(K
E

R
R

, 1
9

9
9

)



TUJUAN PKN DALAM SISDIKNAS

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
(Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006, pp. 272, 280, 287). 
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